INFORMASI

DASAR HUKUM
PENGECUALIAN
INFORMASI

KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

DIBUKA

DITUTUP

JANGKA WAKTU

Informasi Keuangan

Dokumen SPJ Keuangan
yang belum di audit.

c. Pasal 17 huruf b Undang-
Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang
Keterbukaan Informasi
Publik;

d. Pasal 17 huruf h angka 3
Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi
Publik;

e. Pasal 17 huruf i Undang-
Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang
Keterbukaan Informasi
Publik.

a. Dapat menimbulkan
potensi
penyalahgunaan oleh
pihak-pihak yang
tidak berwenang;

b. Dapat menimbulkan
persaingan usaha
yang tidak sehat;

c. Dapat menimbulkan
penyalahgunaan data
informasi pribadi
seseorang; dan

d. Dapat mengganggu
kepentingan
perlindungan hak

a.

Mengamankan hak
atas kekayaan
intelektual dan
menghindari
persaingan usaha
tidak sehat; dan

. Melindungi data dan

informasi pribadi

a. Terbuka sampai
Audit Keuangan
Selesai; dan

b. Terbuka apabila
ada perintah
pengadilan/
lembaga
pemerintahan
secara tertulis.

atas kekayaan
intelektual.

Surat Pengesahan
Pendapatan Belanja dan
Pembiayaan (SP2BP) Badan
Layanan Umum Daerah
(BLUD).

Pasal 17 huruf i Undang-
Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik.

Dapat menimbulkan
penyalahgunaan data.

a.

Menghindari
penyalahgunaan
informasi;

. Menghindari

kekeliruan dalam
pendistribusian data
dan informasi; dan

. Menjaga keakuratan

data dan informasi

a. 10 tahun; dan

b. Terbuka apabila
ada perintah
pengadilan/
lembaga
pemerintahan
secara tertulis.

Surat Perintah Pencairan
Dana (SP2D).

Pasal 17 huruf i Undang-
Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik.

Dapat menimbulkan
penyalahgunaan data.

a.

Menghindari
penyalahgunaan
informasi;

. Menghindari

kekeliruan dalam
pendistribusian data
dan informasi; dan

. Menjaga keakuratan

data dan informasi

a. 10 tahun; dan
b. Terbuka apabila
ada perintah

pengadilan/
lembaga
pemerintahan
secara tertulis.

Surat Penyediaan Dana Pasal 17 huruf i Undang- Dapat menimbulkan a. Menghindari a. 10 tahun; dan
Undang Nomor 14 Tahun penyalahgunaan data. penyalahgunaan b. Terbuka apabila
2008 tentang Keterbukaan informasi; ada perintah
Informasi Publik. b. Menghindari pengadilan/
kekeliruan dalam lembaga
pendistribusian data pemerintahan

dan informasi; dan

. Menjaga keakuratan

data dan informasi

secara tertulis.

Laporan Keuangan
Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta yang belum diaudit
oleh BPK.

a. Pasal 17 huruf b Undang-
Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang
Keterbukaan Informasi
Publik;

b. Pasal 17 huruf h angka 3
Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi
Publik;

c. Pasal 17 huruf i Undang-
Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang
Keterbukaan Informasi
Publik

a. Dapat menimbulkan
potensi
penyalahgunaan oleh
pihak-pihak yang
tidak berwenang;

b. Dapat menimbulkan
persaingan usaha
yang tidak sehat;

c. Dapat menimbulkan
penyalahgunaan data
informasi pribadi
seseorang; dan

d. Dapat mengganggu
kepentingan
perlindungan hak
atas kekayaan
intelektual

a.

Mengamankan hak
atas kekayaan
intelektual dan
menghindari
persaingan usaha
tidak sehat; dan

. Melindungi data dan

informasi pribadi

a. Terbuka apabila
hasil audit sudah
di tetapkan melalui
Peraturan Daerah;
dan

b. Terbuka apabila
ada perintah
pengadilan/
lembaga
pemerintahan
secara tertulis.

Rincian Perjanjian Pinjaman
Daerah kepada Pemerintah
Pusat atau lembaga
keuangan lain.

Pasal 17 huruf i Undang-
Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik.

a. Mengamankan
kerahasiaan dan
keamanan informasi
yang mungkin terkait
dengarn proyek atau
kebijakan pemerintah
daerah;

b. Dapat mempengaruhi
negosiasi dan strategi
pemerintah dalam
kesepakatan pinjaman

mendatang; dan

Melindungi pelaksanaan
kebijakan keuangan
daerah.

a. Terbuka sampai
masa perjanjian
pinjaman selesai;
dan

b. Terbuka apabila
ada perintah
pengadilan/
lembaga
pemerintahan
secara tertulis.

c. Dapat mempengaruhi
kesuksesan/keberhasil
an kebijakan karena
pengungkapan terlalu
dini




